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ABSTRAC

IMPLEMENTATION POLICY OF SCHOLARSHIP DISTRIBUTION
FOR POOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENT AT BENGKUANGS
ELEMENTARY SCHOOL IN KELAM PERMAI DISTRICT, SINTANG

SUB-PROVINCE.

Thombes Kadukai Felipus
Universitas Terbuka

The distributing scholarship policy of Poor Elementary school
student ( BSM-SD) has been one of form of policy.of government educational
in overcoming impact of crisis befalling Indonesian nation these days. One of
location in Kabupaten Sintang which has executed this program is Elementary
School in Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. But in reality, there are
still school age chlidren in Desa Bengkuang who has not got education service,
because reason of economics factor that is unsatisfying supports. However
there are distribution of Beasiswa™Miskin Sekolah Dasar ( BSM-SD) has been
since the year 2004 to assist schoolboy coming from indigent family.

Mechanism of scholarship for poor students of Elementary school (
BSM-SD) still facing preblem krusial. Determination of student which will
receive scholarship fully in“the School Committee authority however the
school comittee whose~actually unable to comprehend condition of student
family objectively.”System target in determining group of grantee candidate
target clearly. express that there are still strong of centralization pattern in
determinationand allocation Beasiswa Miskin Seckolah Dasar { BSM-SD).
Goal setting with this system will deflect in field, which was particularly
because of ~ position from school committee in determination of schelarship
fairly Information about scholarship, which is not is patched in the school
information board ( happened in elementary school at research area), which it
can push information deviation in determinating of scholarship candidate.
Student who have not been enough information about the scholarship, they
could not propose theirself or through its(the old fellow to obtain)
scholarship.

Keyword: Distribution, Policy, Implementation Scholarship for Poor Student
of Elementary school.
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ABSTRAK

Mekanisme Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-
SD) Di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai
Kabupaten Sintang

THOMBES KADUKAI FELIPUS
Universitas Terbuka

thombes@yaho.com

Kata Kunci:  Penyaluran, Beasiswa Miskin 8ekolah Dasar

Penelitian ini dilakukan untuk mengétahui bagaimana mekanisme serta
faktor-faktor apa saja vang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan
Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-S8D) di Desa Bengkuang Kecamatan
Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Penelitian ini mengggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. (Subjek penelitian adalah: Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang,Kepala Sekolah. Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Siswa
miskin penerima/beasiswa serta siswa miskin bukan penerima beasiswa.

Hasil. analisis yang dilakukan terhadap data penelitian dalam
mengungkapdan menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme serta faktor-
fakror apa Saja’yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang Kecamaian Kelam
Permai Kabupaten Sintang, yaitu mekanisme Beasiswa Miskin Sekolah Dasar
(BSM-8D) masih menghadapi masalah krusial. Mekanisme belum berjalan
optimal, karena dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut, kepemimpinan
Kepala Sekolah yang belum memadai, koordinasi yang lemah. ketersediaan
anggaran pemerintah belum memadai, tingkat pemahaman isi kebijakan serta
kontrol masyarakat yang masih rendah.

Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah mekanisme penyaluran
bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)} di Desa Bengkuang
Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang belum berjalan optimal,

sehingga tujuan kebijakan tersebut belum dapat mencapal sasaran yang
diinginkan.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan bantuan Beasiswa Miskin bagi
siswa sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sutanto((2002) dengan judul:
Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial {JPS) Bidang Pendidikan (Studi
kasus Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional di Propinsi DKI
Jakarta) yang melakukan penelitian méngenai Pemberian Beasiswa dan Dana
Bantuan Operasional di Propinsi-DKI Jakarta. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Sutanto (2002) tersebut memperlihatkan bahwa dalam implementasinya,
kebijakan JPS khususnya Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional
dihadapkan pada Kelemahan desain kebijakan berupa masih sangat kuatnya
budaya dan-pola sentralisasi. Hal ini sebetulnya tidak dapat disalahkan karena
merupakan ‘derivasi dari sistem pemerintahan dan politik dalam kerangka
makro, yang pada saat kebijakan didesian masih bersifat sentralistis. Penentuan
kelompok sasaran dan pengalokasian dana beasiswa serta bantuan operasional
pendidikan dengan pendekatan proyek dan target, bukan saja telah
menyebabkan tidak akuratnya penentuan kelompok sasaran, tetapi juga
menyebabkan biasnya implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan
Operasional disamping sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan itu sendiri,

juga sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh pemahaman aparat atau manusia
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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pelaksana kebijakan. Komite sekolah yang mengambil secara kolektif dana
beasiswa dan memotongnya untuk berbagai kepentingan siswa yang
bersangkutan, merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam
implementasi kebijakan Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional.
Karena dilakukan oleh semua komite sekolah pada semua daerah penelitian,
maka hal ini sangat mungkin disebabkan oleh lemahnya pemahaman komite
sekolah atas isi dan petunjuk teknis Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan
Operasional. Lemahnya daya kontrol ‘masyarakat dalam implementasi
kebjjakan Pemberian Beasiswa‘ dan’‘Dana Bantuan Operasional, juga
menyebabkan tidak terkendalinya penyimpangan implementasi kebijakan.

Perbedaan dengan kajian penelitian ini, jika Sutanto tentang
pelaksanaan Beasiswa-BOS, maka peneliti mengkaji tentang beasiswa siswa
miskin di SD sesuai l;ennekdiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Mekanisme
Penyaluran.oleh Kepala Sekolah.

Selanjutnya, berkenaan dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dasar, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Simson (2007) yvang berjudul:
Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja
Guru Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Ukoi. Hasil penelitian ini
mengungkapkan Teknik Kepemimpinan Kepala Sekolah meliputi teknik
menyiapkan orang-orang supaya mau menjadi pengikut; memperlakukan
orang-orang scbagai manusia, bukan sebagai alat; menjadi tauladan bagi

pengikut; persuasi dan pemberian perintah; menggunakan sistem komunikasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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yvang cocok serta memberi fasilitas-fasilitas untuk menjalankan pekerjaan
dengan baik. Dari berbagai teknik tersebut sebagian besar belum dapat
diterapkan oleh Kepala Sekolah. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar
baik sebagai pendidik (educator), pengelola (manager), sebagai pengurus
(administrator), sebagai penyelia (supervisor) maupun sebagai penggerak
(motivator). Dari berbagai fungsi tersebut sebagian sudah diterapkan oleh
Kepala Sekolah, namun sebagian lagi belum  dilaksanakan.  Pengaruh
kepemimpinan Kepala Sekolah terlihat dari tingkat disiplin dan prestasi guru.

Perbedaan dengan kajian. peénelitian ini, jika Simson mengkaji
masalah kinerja Kepala Sekolah dalam fungsi kepemimpinan di Sekolah,
penelitian ini lebih « difokuskan pada kebijakan Kepala Sekolah yang
bertanggungjawab dalam menentukan siswa miskin yang berhak mendapatkan
beasiswa.
B. Kajian Teoritis
1. Implementasi Kebijakan

Webster (dalam Putra, 2001) mengatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya
dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan,
perintah eksekutif, atau deknt presiden). Pada sisi lain, Van Mater dan Van
Horn (1975) , mengatakan bahwa “ policy implementation encompasses those
action by public and private individuals {and groups) that are directed at the

achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions” makna

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan
adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan
kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian
tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara
sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua
tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan
dampak aktualnya.

Selanjutnya rangkaian proses. implementasi kebijakan menurut

Sabatier dan Mazmanian ( dalam Wahab, 2001) akan terlihat dalam skema

berikut :
Skema 1

Tahap-tahap dalam implementasi kebijakan.
QOut put Kesediaan Dampak Perbaikan
kebijakan kelompok nyata Dampak mendasar
Badan — sasaran —*output output alam
pelaksatia mematuhi kebijakan kebijakan peraturan

output sebagai

kebijakan. dipersepsi

Sementara itu Menurut Grindle (dalam Wahab 1990} proses
implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-
program aksi telah dirancang dan sejumlah dana’/biaya telah dialokasikan
untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut.

Untuk lebih jelasnya implementasi kebijaksanaan terungkap pada

gambar berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Implementasi Kebijakan sebagai proses politik dan administrasi.

Tujuan-tujuan
_.-Ykebijaksanaan

Program- v
program aksi
dan proyek-
proyek
tertentu
drrancang
dan dibiayai

1
L)

Program-
program
disampaikan
sestai
dengan
rancangan

/

Kegiatan-kegiatan
implementasi dipengaruhi oleh

a. Konten kebijaksanaan

1.

pihak yang
kepentingannya
dipengaruhi

. Jenis manfaat yang bisa

diperoleh

Jangkauan perubahan
letak pengambilan
keputusan
pelaksanaan program
sumber-sumber yang
dapat disediakan

b. Konteks Implementasi

1.

L 1

K.ekuasaan,
kepentingan, dan
strategi-strategi dan

para aktor yang terlibat.

Ciri-ciri kelembagaan
Konsistensi dan daya
tanggap

Pengukuran Keberhasilan
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Kebijakan publik dalam realisasinya perlu dianalisa secara cermat
agar diketahui sampai berapa jauh memberikan manfaat bagi publik.
Pengertian Analisa Publik menurut (Muhadjir, 2000) adalah “Disiplin ilmu
sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian multiple dalam
konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara Kritis
menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan 'yang relevan dengan
kebijakan”.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi
kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut Dunn (dalam, Muhadjir,
2000) sebagai berikut :

1. Memberi informasi, yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja
kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah
dapat dicapai melalui tindakan publik.

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari pemikiran tujuan dan target.

3. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan
lainnya, temasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian
kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenamya
mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (Wahab, 2001) telah
membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam 2 (dua)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan
unsuccesfull implementation (implementasi yang tak berhasii).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire (Wahab,
2001) dinamakan sebagai implementation gap, yaitu suatu istilah yang
dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses
kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa
yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang
senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).
Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa
yang disebut oleh Walter Williams (Wahab, 2001) sebagai implementation
capacity dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan
sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang
telah ditetapkan (dalam dokumen formal} dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan
sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran
dimaksud sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Hom (1975) adalah
bahwa : Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu
yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada
dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan
sasaran tersebut.

Menurut Martin dan Kettner (1996) bahwa ukuran pelaksanaan
kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu :
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(1) perspektif efisiensi (efficiency perspective), (2) Perspektif kualitas

(quality perspective), (3) Perspektif efektifitas (effectiveness perspective).

Dari ketiga perspektif tersebut menunjukkan perbedaan konsep

program pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, serta penekanan pada

perbedaan feedbacknya. Selanjutnya rangkaian perspektif menurut Martin

dan Kettner seperti skema berikut.

Skema 3

Measuring Performance f Human Service
Effectiveness Perspektif

Efficiency perspectif

nput ___ [ Human Service
Program

|~ "y Output  —y Quality __,Outcomes
output

T Quality Perpective

Sumber: Martinndan Kettner (1996)

Dari gambar tersebut Martin dan Kettner (1996) menjelaskan bahwa

palaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ouwutput (hasil kerja kebijakan) untuk mengukur efisiensi kebijakan,

apakah hasil yang dicapai sesuai dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.

2. Quality output (mengukur kualitas kebijakan) apakah kualitas yang

dilakukan dalam program ini memuaskan kelompok sasaran.

3. Qutcomes (dampak kebijakan) vyaitu dampak jangka panjang

pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan efektifitas merupakan policy
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action yang diambil atau ditempuh, mampu mencapai policy goal yang
diinginkan karena setiap kebijakan mempunyai tujuan.

Sebagai indikator dari ketiga pelaksanaan kebijakan tersebut
(output, quality output dan outcomes) memiliki perbedaan antara satu sama
lainnya. Lebih lanjut Martin dan Kettner (1996) menyatakan bahwa
pelaksanaan kebijakan terdiri atas policy goal, policy outcomes dan policy
performance (policy output + policy goals). Apabila policy outcomes jauh
dibawah policy goal, maka policy performancenya rendah. Akan tetapi bila
policy outcomes jauh lebih'tinggi dari policy goals, maka policy
performance (pelaksanaan Kebijakan) tinggi.

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif
policy outcomes it sendiri terdiri atas : (1) economic benefit, (2) subject
well being. (3) equity, dan (4) integration social. Keempat perspektif
indikater pengukuran tersebut perlu diperhatikan di dalam kebijakan
publik. Namun bukan berarti keempat perspektif tersebut diuvkur atau
digunakan secara bersamaan, akan tetapi dipilih sesual dengan tingkat
kebutuhan dalam penelitian {Martin dan Kettner. 1996).

2. Faktor — Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam menganalisis proses implementasi kebijakan penyaluran
bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), maka seperti
diketahui, keberhasilan program dapat dikaji dari dua perspektif yang
berbeda, yaitu dari sudut proses (implementasi) dan hasil {(outcomes).
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Perspektif yang pertama menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan
program dan kebijakan dengan policy guidelines. Menurut perspektif ini,
suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program
itu sesuai dengan policy guidelines yang telah ditentukan. Dari tinjauan
outcomes, suaty program dapat dinilai berhasil kalau program itu

menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. (Dwiyanto, 1999).

Bila dihubungkan dengan penulisan tesis ini, maka faktor-faktor
penyebab yang dapat di treatment mélalui suatu kebijakan (actionable
causes) adalah merupakan variabel terpengaruh (dependent variable),
dalam hal ini yang di maksudkan adalah proses implementasi penyaluran
bantuan Beasiswa ‘Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), dimana terhadap
faktor ini akan dilihat dalam pelaksanaannya yang disesualkan dengan
perundang-undangan vang ditetapkan, sehingga di dalam implementasinya
akan. terlthat tahapan proses yang dilaksanakan menucju sasaran dan
manfaaat program kebijakan yang dicapai, sesuai dengan tujuan kebijakan

bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) adalah
faktor bebas  (independent variable} diperoleh dari model yang
dikembangkan oleh Sabatier dan Masmanian (Wahab, 2001) yang
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan-

tujuan formal dari keseluruhan proses implementasi kebijakan yaitu : (1)
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Karakteristik masalah seperti ketersediaan teknologi dan teori teknis,
keragaman perilaku kelompok sasaran, prosentase kelompok sasaran
dibanding jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan perilaku yang
diinginkan, (2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi, seperti kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yvang
memadai, sumber keuangan yang mencukupi, integrasi organisasi
pelaksana, diskresi pelaksana, rekruitmen. pejabat pelaksana, akses formal
pihak luar, (3) Faktor-faktor yang diluar peraturan seperti kondisi sosial
ekonomi, dukungan publik; sikap dan sumber daya, dukungan

kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Dalam konstelasi” faktor yang dominan mempengaruhi proses
implementasi kebijakan tersebut adalah faktor isi kebijakan dalam kenteks
kebijakan ‘seperti tersedianya sumber daya. karakteristik pelaksana
kebijakan, karakteristik administrasi dan organisas:. serta aspek waktu
seperti service delivery dan complience, disamping peristiwa atau kejadian
tertenftu = pada saat implementasi kebijakan mempengaruhi asumsi
kontinuitas, baik karakteristik kegiatan kebijakan , administrasi dan
pelaksana dalam menjalankan tujuan dari kebijakan sebagai mandat yang
harus dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan itu terhadap kelima variabel
tersebut dapat diasumsikan sebagai faktor yang sangat potensial

berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41582.pdf
20

lapangan. Oleh karenanya penjelasan atas turunan penetapan dari variabel-

variabel tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kejelasan/konsistensi tujuan,

Dalam konteks kejelasan/konsistensi tujuan, dapat dikatakan bahwa
semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang
cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat
pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa
output kebijakan dari badan-badan pelaksana, dan pada gilirannya prilaku
kelompok-kelompok sasaran, akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk
tersebut. Sebagaimanac-.Sabatier dan Mazmanian (Wahab, 2001}
mengatakan bahwa tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermnat
dan disusun<secara jelas sesuai dengan urutan kepentingan memainkan
peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi
program, sebagai pedoman yang kongkrit bagi pejabat-pejabat pelaksana
dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Lebih jauh Sabatier
dan Mazmanian (Wahab, 2001) mengatakan bahwa tujuan yang jelas dapat
pula berperan sebagai sumber-sumber bagi para aktor/ pelaku yang terlibat,
baik aktor-aktor yang berada di dalam lembaga-lembaga pelaksana maupun

yang berada di luar lembaga-lembaga tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peraturan yang akan
diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang ada harus merunjukkan

secara jelas bahwa ketentuan-ketentuan baru tersebut merupakan prioritas
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utama dalam program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga
tersebut. Sebab, apabila tidak, bukan mustahil ketentuan-ketentuan baru
tadi akan tertunda pelaksanaannya lantaran dianggap menempati urutan

priotitas yang rendah atau malahan diabaikan sama sekali.

Kondisi tersebut memerlukan daya penentu atau daya dukung
kebijakan dari struktur tujuan, yang tergantung-pada beberapa faktor.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hoogerwert (1985). yaitu ;

a. Sifat kabur dan umum ataupun kétepatan dan keterperincian dari tujuan
dan prioritas-prioritas yang dikhususkan. Bila ini bersifat sangat kabur
maka akan mengakibatkan daya penentu/daya dukung kebijakan yang
kecil. Dalam hal itu ada suatu kelonggaran yang luas bagi pengisian
kebijakan “dan” pelaksanaan baik dalam sub tujuan maupun sarana,
aktifitas ‘dan waktu. Jika sebaliknva dirumuskan dengan jelas dan
terperinci, maka akan dapat mengakibatkan suatu daya dukung
kebijakan yang kuat.

b. Kuasa politik dari penentu kebijakan. Jika ini kecil umpamanya karena
pemerintah bersandar atas mayoritas kecil interen sangat terpecah-
pecah, maka kemungkinannya untuk mengembangkan lebih lanjut
tujuan-tujuan yang penting dan melaksanakannya akan kecil pula.

c. Realisme tujuan-tujuan. Jika ini didasarkan atas taksiran yang tidak

tepat dari kemungkinan merefleksikannya dan kemungkinannya dicapai
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secara politis dan berdasarkan keuangan, maka daya dukung akan lebih
kecil (minim).
Robert Linebery (dalam Wahab, 2001:89) menyatakan proses
implementasi memiliki elemen-elemen penting, yaitu:

1. Kreasi dan staffing agen baru guna mengimplementasikan kebijakan
baru atau menetapkan tanggung jawab implementasi kepada personel
atau agen yang ada.

2. Menterjemahkan maksud dan tujuan legislatif ke dalam aturan-aturan
operasional yang baik: perlu pengembangan panduan bagi para
implementor.

3. Koordinasi sumber daya agen dan- pembiayaan pada target group:
pengembangan tanggung jawab divisi-divisi dalam agen dan antara
agen dengan agen yang terkait.

4. Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan.

Berkenaan denganitu, Anderson (lslamy:2000:76) mengungkapkan
4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan
kebijakan, yaitu; (1) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi; (2)
Hakikat-proses administrasi; (3) Kepatuhan atas suatu kebijakan; dan (4)
Efek atau dampak dari isi implementasi. Ke empat aspek sebagaimana
disebutkan di atas merupakan serangkaian tata pelaksanaan yang tidak
dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan publik, sehingga
setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat di implementasikan
berdasarkan pada penentuan unit pelaksana. Sebagaimana menurut
Anderson disebut administrative unit yaitu jajaran birokrasi publik dimulai
dari level atas sampai pada level bawah. Untuk keperluan ini, Islamy

(2000:837) menetapkan implementasi kebijakan ke dalam dua bentuk ,

yaitu:
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1. Self executing, artinya bahwa dengan dirumuskan dan disahkan suatu
kebijakan, maka kebijakan itu akan terimplementasikan dengan
sendirinya.

2. Non self executing, artinya bahwa suatu kebijakan diwujudkan dan
dilaksanakan oleh berbagai fihak supaya tujuan pembuatan kebijakan
tercapai.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, setiap implementasi kebijakan
tidaklah berjalan mulus dan bisa. mengalami resiko kegagalan, karena
dalam proses implementasi® kebijakan selalu terbuka kemungkinan
terjadinya perbedaan antdra  apa yang diharapkan oleh pembuat dan
pelaksana kebijakan . dengan apa yang senyatanya ingin dicapai.
Sebagaimana” dikemukakan Andrew Dunsire {dalam Wahab, 2001:86)
disebut implementation gab.

Sehubungan dengan itu, Parker (dalam Wahab, 2001:137) [ebih jauh
menyatakan implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu
tertentu. Ketentuan ini menyangkut adanya dimensi-dimensi dalam
implementasinya. Hal terpenting kedua adalah tindakan-tindakan yang
diambil memenuhi keabsahan karena telah mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan sebelum implementasi itu dilaksanakan.

Kebijakan yang tidak dapat terimplementasikan sebagaimana

dikemukakan Hogwod dan Gun (dalam Wahab, 2001:89) disebabkan yaitu:
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(1) kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai rencana; (2) mungkin pihak-
pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak mau bekerjasama; (3) bekerjanya
tidak efisien; (4) hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup
ditanggulangi. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil karena (a)
kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan dan (b) kebijakan tersebut
tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Keberadaan implementasi kebjjakan' ‘pada dasamya adalah
“jembatan” yang menghubungkan antara-tindakan-tindakan dengan tujuan
yang ingin dicapai dari suatu‘kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh
Pressman dan Wildavsky - (dalam Agustino, 2006: 136) bahwa
“implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-
hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan
tindakan dengan tujuan”.

Lebih lanjut diungkapkan Ashari (2003:45), beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efekiif yaitu: “(1)
Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan
publik (memenuhi performance) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai
dengan kebutuhan (need) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan

dengan utilitas fasilitasi pelayanan publik”.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan
dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi

kebijakan yakni pendekatan top down dan bottom up. Masing-masing
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pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk

keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Implementasi Kebijakan dalam pendekatan top-down dimana
irnplementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari
aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.
Pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-
keputusan politik (kebijakan) yang <telah ditetapkan oleh pembuat
kebijakan harus dilaksanakan olel administratur atau birokrat pada level

bawahnya.

Jadi inti pendekatan top-down adalah sejauhmana tindakan para
pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan
vang telah’ digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
Sedangkan bottom-up merupakan kebijakan vang berasal dari bawah
(masyarakat) sebagai ujud partisipasi masyarakat dalam pembuatan

kebijakan.

Menurut Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino,
2006:141-142) terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja
kebijakan publik. yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan; Sumberdaya;
Karakteristik agen pelaksana; Sikap/kecenderungan (disposition) para
pelaksana; Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana;
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Model pendekatan top-down yang
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mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari

keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Agustino (2006:157) beberapa faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan:

I.

b.

2.
3.
4.

IO E W

Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan
pemerintah.

Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan

Adanya sanksi hukum

Adanya kepentingan publik.

Adanya kepentingan pribadi

Masalah waktu

aktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

Adanya kebijakan“yang bertentangan dengan sistem nilai yang
ada.

Tidak adanya kepastian hukum.

Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat banyak model implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan kerangka berpikir

masing-masing. Model-model tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan

variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau

institusi, yang masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan

dan berinteraksi satu sama lain. Implementasi dari suatu program melibatkan

upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana

agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok

sasaran. Bertkut ini hanya akan dikemukakan beberapa model dalam
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Model pertama adalah model yang dikembangkan oleh George Edwards

III (1980). Dalam pandangan Edwards Il (dalam Subarsono, 2005:90),

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target groups) sehingga akan mengurangi distori
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas
atau bahkan tidak diketahui sama sekali-oleh ketompok sasaran, maka
kemungkinan akan terjadi resistensi dary kelompok sasaran.

. Sumber daya. Sumberdaya- tersebut dapat berupa sumberdaya

manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial
sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif.

. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki~ disposisi yang baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan.

. Struktur” | Birokrasi.  Struktur  organisasi  yang  bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (standard operating procedures atau SOP), yang menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan pendapat George Edwards III di atas, implementasi

penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dipengaruhi

oleh faktor — faktor : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur

Birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa

Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) mensyaratkan agar implementor mengetahui

apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target groups) sehingga akan

mengurangi distori implementasi.
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Sumberdaya implementasi penyaluran bantuan Beasiswa Miskin
Sekolah Dasar (BSM-SD) dapat berupa sumberdaya manusia, yakni
kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi
tidak akan berjalan efektif. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang
dimiliki oleh implementor kebijakan penyaluran bantuan Beasiswa Miskin
Sekolah Dasar (BSM-SD), seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki disposisi yang.baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti‘apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari
aspek struktur<yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur
operasi vang standar (standard operating procedures atan SOP), yang menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:1) “organisasi adalah suatu
sistem vang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur
dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapat tujuan”. Menurut
Siagian (1985:117) “sebagai alat administrasi dan manajemen organisasi dapat
ditinjau dari 2 {dua) sudut pandang yaitu: wadah dan proses”. Sebagai wadah,

organisasi merupakan tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan management
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dijalankan. Sedangkan sebagai proses, organisasi merupakan proses interaksi
antara orang-orang dalam organisasi.

Menurut  Schuize (Sutarto, 1993:23-24) “organisasi adalah
pengembangan dari orang-orang, benda-benda, alat dan perlengkapan ruang
kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya yang dihimpun dalam
hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.
Jika dilihat dari definisi tersebut maka jelas bahwa administrasi dapat berjalan
apabila benda-benda di dalamnya dapat melakukan suatu kegiatan untuk
mencapaj suatu tujuan. Benda-benda dalam organisasi yang dimaksud adaiah
dapat berfungsi apabila orang-orang di dalamnya dapat melakukan kegiatan
kerjasama dan kegaiatan pengembangan suatu organisasi. Pengembangan
organisasi merupakan suatu kegiatan keorganisasian dengan pola tertentu
dalam hubungan tertentu di antara bagian prosesnya. Pengembangan organisasi
bukan.hanya perubahan keorganisasian yang direncanakan saja. Pandangan
pengembangan organisasi pada saat ini dapat diartikan sebagai popularitas
perubahan dalam mengukur prestasi yang optimal baik dari segi efisiensi dan
efektifitas merupakan pengembangan dari suatu organisasi yang terstruktur.

Kinerja pemimpin secara efektif manajer harus dengan jelas
mengetahui struktur organisasi. Suatu organisasi para staf memiliki fungsi
yang berkaitan dengan bidang kerja yang sama dan merupakan suatu kesatuan/
unit kerja. Efisiensi arus kerja tergantung dari keberhasilan memadukan

kesatuan-kesatuan kerja/ unit-unit kerja yang terencana dalam suatu organisasi.
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Pembagian kerja dan kombinasi tugas seyogyanya mengarahkan pada strukur
bidang satuan-satuannya. Struktur organisasi juga mengatur antar- hubungan
bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur
organisasi memfokuskan pembagian kerja secara spesifik dan mewujudkan
bagaimana fungsi-fungsi ataupun kegiatan-kegiatan saling terkait, dalam
beberapa hal juga menunjukkan tingkat-tingkat spesialisasi dari kegiatan kerja.
Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan Kewenangan dan menunjukkan
pula tata hubungan. Struktur organisasi juga merupakan suatu susunan formal
dan mekanisme-mekanisme yang mana organisasi itu dikelola.

Organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan
hubungan-hubungan antar. Komponen-komponen pembagian, fungsi-fungsi
kegiatan dan posisi-posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan
kerja. Struktur organisasi yang dibentuk tentunya struktur organisasi yang
baik..Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sehat dan
efisien. Struktur organisasi yang sehat dapat menjalankan peranannya dengan
tertib. Struktur organisasi efisien dalam menjalankan perananya tersebut
masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara
usaha dan hasil kerja. Agar dapat dipernleh suatu organisasi yang sehat dan
efisien pada waktu membentuk harus memperhatikan azas-azas organisasi.

Menurut Gibson (1997:8) “azas-azas organisasi dapat berperan pada 2
(dua) macam yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk membentuk struktur

organisasi yang sehat dan efisien dalam peranannya, sedangkan yang kedua
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sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi supaya dapat berjalan
lancar”. Dengan demikian organisasi sebagai pedoman yang sejauh mungkin
hendaknya dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur organisasi yang baik dan
aktifitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya struktur dan perlindungan, satuan-satuan kerja akan
melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Sutarto (1993:5) bentuk-bentuk
organisasi dapat dibedakan sebagai berikut:”(1) Bentuk organisasi lini, (2)
Bentuk organisasi fungsional, (3) Bentuk organisasi lini dan staf, (4) Bentuk
organisasi komisaris, dan (5) Benfuk organisasi matriks”. Sedangkan menurut
Hasibuan (1996:63) “organisasi ‘dapat dibedakan sebagai berikut : “(1)
Organisasi lini dan staf, (2) Orgamsasi lini dan staf, (3) Organisasi fungsional,
(4) Organisasi lini, fungsional dan staf, serta (5) Organisasi komite”.

Adapun eiri-ciri organisasi lini menurut Fayol (dalam Gibson, 1997:33)
adalah sebagai berikut :

Organisasi masih kecil.

Jumlah karyawan masih sedikit.

Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi.

Hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan pada umumnya
bersifat langsung.

Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas pokok
dan fungsi organisasi masih rendah.

Saling mengenal.

Tujuan yang dicapal masih relatif sederhana.

Susunan organisasi tidak rumit.
Alat yang dibutuhkan masih sederhana.

ap oR

o

g

Konsep keefektifan suatu organisasi tidak terlepas dari suatu siklus

yang mencerminkan suatu makna, proses dan keluaran. Konsep itu harus
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mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan
sekelilingnya. Dengan demikian menurut Gibson (1995:32) “keefektifan
organisasi adalah seluruh konsep yang menyelurubh yang mencakup seluruh
konsep komponen”. Dalam suatu organisasi apabila dapat berjalan dengan
efektif, maka ciri-ciri organisasi yang baik menurut Hasibuan (1996:31) antara
lain :

a. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis.
b. pembagian kerja dan hubungan kerja antara unit-unit, sub sistem-sub
sistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas.
¢. Organisasi harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai
tujuan.
d. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan.
e. Unit-unit kerjanya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan
pekerjaan.
f. Kedudukan setiap, jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih
pekerjaan.
g. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan
dan tidak boleh terlalu banyak.
h. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang
terpendek.
lenis wewenang yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.
Mis manajemen penempatan karyawan tidak ada.
Hubungan antara bagian dengan baian lainnya jelas dan serasi.
Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job diskripsi karyawan.
. Deferensiasi, ordinasi, integrasi dan singkronisasi harus baik.
Organisasi harus luwes dan fleksibel.
Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah
langga.

o5 g

Keefektifan suatu organisasi merupakan kumpulan dari individu dan
kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasamya merupakan fungsi
dari keefektifan dari individu dan kelompok, yang artinya bahwa organisasi

dapat memperoleh tingkat prestasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan

| jumlah prestasi masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Yang paling
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mendasar dalam tingkat keefekiifan adalah keefektifan individual yang
menekankan pada pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi.
Tugas-tugas yang harus dilaksanakan merupakan bagian dari pekerjaan atau
posisi dalam organisasi menafsir secara rutin tentang keefektifan individu
melalui proses evaluasi

Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam kelompok tersebut yaitu
keefektifan kelompok. Model keefektifan -organisasi berdasarkan dimensi
wakfu memungkinkan kita memahami péekerjaan manajer dalam organisasi.
Tugas dasar manajer yaitu mengidentifikasikan dan mempengaruhi sebab-
sebab keefektifan individu, kelompok dan organisasi dalam jangka pendek,
menengah dan panjang, Menurut Hasibuan (1996:1) “model dimensi waktu
tingkat keefektifan secara tegas dinyatakan dalam ukuran waktu :

1. JangKa pendek: kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang
mencakup waktu satu tahun atau lebih.

2. “Jangka menengah:kriteria yang diterapkan apabila menilai keefektifan
seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih
lama minimal 5 tahun.

3. Jangka panjang:kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang
tidak terbatas.

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengukur
keefektifan organisasi, maka organisasi dapat mempengaruhi kinerja
penggerak organisasi atau prestasi. Efektifitas bagi sebagian besar organisasi
merupakan urusan yang memaksimumkan tujuan dan memaksimalkan

pencapaian tujuan. Pendapat Hasibuan ini hampir sama dengan Gibson yang

menyatakan bahwa model dimensi waktu juga dapat sebagai ukuran kriteria

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41582.pdf

keefektifan. Selain itu dalam mengukur keefektifan, ada 5 (lima) kriteria
keefektifan menurut Gibson (1995:36) vaitu :

a. Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan
jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Konsep ini
meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuruan produksi
mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar.

b. Efisiensi, didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap
masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas
siklus keseluruhan dari masukan - proses. -~ keluaran, dengan
menekankan pada elemen masukan dan proses:

c. Kepuasan, ide organisasi sebagai suatu_sistern sosial menuntut agar
diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat pagi para
pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan
moral adalah ukuran yang sérupa untuk menunjukkan tingkat dimana
organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya. Dalam hal ini kita
menggunakan kepuasan untuk menunjukkan kriteria ini.

d. Keadaptasian, ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar
tanggap terhadap perubahan internal dan cksternal. Keadaptasian
dalam hal inl mengacu pada kermampuan manajemen merasakan
perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk dalam tubuh
organisasi itu-sendiri.

. Pengembangan, kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk
meningkatkan kapasitas yang meghadapai tuntutan lingkungan.
Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar
kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya.

1]

Sekolah sebagai suatu organisasi perlu diatur dengan baik guna
mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu diperiukan suatu kepemimpinan
kepala sekolah yang baik., karena kepala sekolah sebagai top leader di
lingkungan sekolah memegang peranan penting sebagaimana pendapat
Wahjosumidjo (2003:40) bahwa: “(a) seorang pemimpin berfungsi sebagai
orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan

kelompok, dan (b) seorang pemimpin berfungsi menggerakan orang lain
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sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang
dikehendaki oleh pemimpin”

Sekolah merupakan salah satu tempat bagi para siswa untuk menuntut
ilmu. Dan melihat kenyatannya hingga sekarang sekolah masih dipercaya oleh
sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar,
berlatih kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan
anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:126) bahwa: “sekolah
merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat
menerima dan memberi pelajaran”. Sedangkan menurut Darmawan (1995:23)
bahwa:

Sekolah merupakan banigunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar
serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh
seorang Kepala_Sekolah. Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala
sekolah. -Jumlah™ wakil kepala sckolah di setiap sekolah berbeda,
tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi
untuk.memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas
lain.

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan diharapkan mampu
memberikan pelayanan yang baik dalam proses belajar mengajar sebagaimana
pendapat Wahjosumidjo (2003:134) bahwa:

Sekolah sebagai sebuah organisasi, dimana menjadi tempat untuk
mengajar dan belajar serta tempat untuk menerima dan memberi
pelajaran, terdapat orang atau sckelompok orang yang melakukan
hubungan kerja sama yaitu kepala sekolah, kelompok guru dan tenaga

fungsional yang lain, kelompok tenaga administrasi/staf, kelompok siswa
atau peserta didik, dan kelompok orang tua siswa.
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Dari pengertian tersebut, menurut Wahjosumidio (2003:134-135)
hubungan kerja mereka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori
yaijtu:

1. Seorang atau mereka yang bertanggungjawab atau diberi tugas untuk
memimpin, dalam hal ini adalah kepala sekolah;

2. Sekelompok orang yang berkepentingan untuk mengajar atau
memberikan pelajaran atau tugas-tugas pendidikan yang lain, dalam
hal ini mereka adalah para guru atau tenaga fungsional yang lain;

3. Sekelompok atau orang tua siswa yang bergabung dalam suatu
organisasi di sekolah yang diharapkan membantu kepala sekolah
dalam mendukung tercapainya proses belajar mengajar;

4. Kelompok para siswa atau peseria-didik ialah para siswa yang dalam
proses belajar mengajar berfurigsi sebagai kelompok yang menerima
pelajaran.

Selain itu menvrut Wahjosumidjo (2003:135) bahwa: “sekolah
merupakan tempat bergabung atau kumpulan orang-orang sebagai sumber
daya manusia dalam .satvan kerja masing-masing mempunyai hubungan atau
terikat dalam kerjsa sama untuk mencapai tujuan”. Hubungan kerjasama dalam
kehiduparnisekolah dapat dibedakan antara hubungan kekuasaan dan hubungan
yang bersifat koordinasi. Hubungan kekuasaan terjadi antara kepala sekolah
sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memimpin dengan kelompok-
kelompok guru, tenaga administrasi, orang tua siswa dan para guru siswa,
kelompok yang dipimpin. Sedangkan hubungan koordinatif adalah hubungan
antar sesama guru, sesama staf, sesama siswa dan sesama anggota kelompok
orang tua siswa.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolah maka harus

memiliki kepedulian dengan kondisi siswa atau anak didik. Salah satu kondisi
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Merilee S. Grindle (1980). Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:93) : ]

siswa adalah kekurangmampuan di bidang keuvangan. Untuk itu perlu adanya
solusi agar siswa tidak putus di tengah jalan. Salah satu solusinya adalah
pemberian bea siswa kepada siswa miskin.

Kemudian Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai 4 Model of
Policy Implementation Process menyatakan ada 6 {(enam) variabel yang
mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1.

.. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Variabel ini mencakup

Model selanjutnya adalah model implementasi yang dikembangkan oleh
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Standar dan Sasaran kebijakan; Harus jelas dan terukur sehingga
dapat direalisir. Apabila standar_dan sasaran kebijakan kabur, maka
akan terjadi multiinterpretasi‘, dan ‘mudah menimbulkan konflik
diantara para agen implementasi.

Sumberdaya; Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya
baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya
non manusia (non human resources).

Komunikasi dan'Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak  program, implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ity diperlukan
koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program:

Karaktersistik Agen Pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

sumberdaya ekonomi lingkungan vyang dapat mendukung
implementasi kehijakan; sejauhmana xelompok-kelompok
kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;
karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak;
bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite
politik mendukung implementasi kebijakan.

Disposisi implementor. Disposisi implementor mencakup tiga hal
penting, yakni : a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan
mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b)
kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan: dan c¢) intensitas
diposisi implementor, yakm preferensi nilai yang dimiliki oleh
implementor.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41582.pdf
38

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel
besar, yakni : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan
implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan
mencakup :

.

2.
3.

4.
5.

6.

Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau farget groups
termuat dalam isi kebijakan {(interest affected).

Jenis manfaat yang diterima oleh target groups (type of benefits).
Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (extent
of change envisioned).

Apakah letak sebuah program sudah tepat (site.of decision making).
Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan
rinci (program implementor); dan

Apakah sebuah program didukung_ oleh sumberdaya yang memadai
(resources committed).

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1.

2.

3.

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki
oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (power,
interest, and strategies-of actors involves).

Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa ([nstitution and
regime characteristics); dan

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (compliance
and responsiveness).

Kemudian Warwick (dalam Tachjan, 2006:51) mengemukakan bahwa

“pada tahap implementasi, berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor

yang mendorong atau memperlancar, maupun kekuatan yang menghambat atau

memacetkan pelaksanaan program’. Menurutnya, terdapat dua kategort faktor

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi vaitu :

1.

Faktor-faktor pendorong (facilitating conditions), yang terdiri dari :
a) commitment of political leaders, b) organizational capacity; c) the
commitment of implementations; d) dukungan dari kelompok
kepentingan.

Faktor-faktor penghambat (impeding condition), yang terdin dan : a)
banyaknya pemain (actors); b) terdapat komitmen atau loyalitas
ganda; c) kerumitan yang melekat pada kegiatan itu sendiri; d)
jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak; e) waktu dan
perubahan kepemimpinan.
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Selanjutnya dalam kaitan dengan kebijakan, faktor pendukung atau

sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan menurut

Anderson (dalam Wahab, 1997:114) adalah :

1.

2.
3.

Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusan badan-badan pemerintah,

Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan

Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu. dibuat secara sah,
konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang
melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Sikap menerima dan melaksanakan kebtjakan publik karena
kebijakan-kebijakan kontroversial' yang lebih banyak mendapat
penolakan warga masyarakat dalam.pengimplementasiannya.

Selain faktor-faktor pendukung di atas, terdapat juga beberapa faktor

penghambat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Masih menurut Anderson

(dalam Wahab, 1997:76) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi

penghambat pelaksanaan kebijakan publik atau sebab-sebab anggota

masyarakat menolak suatu kebijakan yaitu :

1.

Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. dimana
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan
publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau

perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran
yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan
pemerintah.

. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara

para anggota, yang cenderung bertindak dengan menipu atau
melawan hukum.

Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan
vang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi
sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan
tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat
secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
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Implementasi penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar tidak bisa
lepas dari peran Kepala Sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah
memberikan otonomi yang luas kepada kepala sekolah, sehingga kepala
sekolah harus dapat mengambil keputusan secara lebih otonom dengan
menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif. Dalam pengambilan
keputusan yang partisipatif tersebut kepala sekolah perlu melibatkan semua
komponen komunitas sekolah seperti guru, siswa, Kepala sekolah, pegawai,
orangtua. siswa, dan masyarakat secara fungsional. Artinya unsur-unsur
komunitas sekolah tersebut diberi peluang dan diajak untuk memikirkan
kemajuan sekolah dan peningkatan mutu sekolah melalui kontribusi
masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Dengan demikian peran kepemimpinan Kepala Sekolah sangat
menentukan. _keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar. Menurut Karyadi (1981:69) peranan seorang pemimpin
dalam hal ini adalah Kepala Sekolah salah satunya adalah harus
menjalankan peranan sesuai rumusan Ki Hajar Dewantara tentang
kependidikan atau kepemimpinan yaitu, “Ing ngarso sung tulodo (di depan
memberi teladan). Ing madvo mangun karso (di tengah membangunkan
kemauvan) dan Tut wuwri handayani (di belakang selalu memberikan

dorongan)”.
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Rumusan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, menurut Suwondo
(2003:25) Kepala Sekolah berfungsi sebagai Pimpinan, Administrator dan
Supervisor, sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut:

Dalam hal Kepala Sekolah selaku Pimpinan mempunyai tugas antara
lain, menyusun perencanaan; mengorganisasikan kegiatan;
mengarahkan kegiatan; mengkoordinasikan kegiatan; melaksanakan
pengawasan; melakukan evaluasi terhadap kegiatan, menentukan
kebijaksanaan; mengadakan rapat; mengambil keputusan; mengatur
proses belajar mengajar; mengatur administrasi kantor, siswa,
pegawal, perlengkapan, keuangan/. Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS), mengatur Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS); serta mengatur hubungan Sckolah dengan
masyarakat dan dunia usaha. Kepala Sekolah selaku Administrator
bertugas menyelenggarakan administrasi: perencanaan;
pengorganisasian; pengarahan; pengkoordinasian; pengawasan,
kurikulum; kesiswaan;” kantor; kepegawatan; perlengkapan;
keuangan; perpustakaan, taboratorium, serta ruang
keterampilan/Kesenian.Kepala Sekolah selaku Supervisor bertugas
menyelenggarakan Supervisi mengenai, Kegiatan belajar mengajar;
Kegiatan ‘bimbingan dan penyuluhan/bimbingan karir; Kegiatan
ekstrakurikuler; Kegiatan ketatausahaan; serta Kegiatan kerjasama
dengan masyarakat dan dunia usaha.

Fungsi dari kepemimpinan secara garis besar yaitu mempengaruhi dan
menggerakkan orang lain dalam suatu organisasi agar mau melakukan apa
vang dikehendaki seorang pemimpin guna tercapainya tujuan. Sedangkan
syarat seorang pemimpin yaitu harus memiliki kemampuan dasar berupa
technical skills, human skil, dan conceptual skill, serta pengetahuan dan
keterampilan profesional. Dengan terpenuhinya syarat sebagai seorang
pemimpin, maka seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat memberi
keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program

sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, dan pembagian pelaksanaan
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tugas. Sementara itu empat pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut
gaya kepemimpinan meliputi perilaku instruktif, konsultatif, dan partisipatif,
dan delegatif sebagaimana penjelasan di atas.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak yang berasal dari
keluarga miskin, maka pemerintah telah melaksanakan Penyaluran beasiswa
bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Depdiknas,
Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan terhadap Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin-di- lingkungan sekolah mempunyai
tugas dan tanggungjawab terhadap/peningkatan dan kemajuan sekolah. Dengan
demikian kepemiinpinan Kepala Sekolah merupakan wujud dari peran Kepala
Sekolah sebagai secrang pemimpin (leader). Kepemimpinan adalah bagian
penting manajemen dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. Menurut
Handoko (1999:234) bahwa: “kepemimpinan merupakan kemampuan yang
dipunyai. seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai
tujuan dan sasarar”.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan
kesuksesan penyaluran beasiswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurkolis
(2005:152) setidaknya ada empat alasan kenapa diperlukan figur pemimpin,
yaitu; (1) banyak orang memerlukan figur pemimpin, (2) dalam beberapa
situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (3) sebagai
tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompcknya,

dan (4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan”.
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Betapa berat dan mulia peranan seorang kepala sekolah sebagai
pendidik (educator) apabila dikaitkan dengan berbagal tanggungjawab.
Menurut Wahjosumidjo (2003:123), sebagai seorang pendidik (educator)
kepala sekolah harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan
paling tidak empat macam nilai, yaitu:

a. Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak
manusia;

b. Moral, hal-hal yang berkaitan dengan. ajaran baik buruk mengenai
perbuatan, sikap dan kewajiban_atau moral yang diartikan sebagai
akhlak, budi pekerti dan kesusilaan;

c. Fisik, hal-hal yang berkaitan-dengan kondisi jasmani atau badan,
kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah;

d. Artistik, hal-hal yang berkaitan kepekaan manusia terhadap seni dan
keindahan.

Terakhir yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala sekolah terhadap
peranannya sebagai pendidik {educator), menurut Wahjosumidjo {2003:124)
mencakup dua’hal pokok, yaitu: “sasaran atau kepada siapa perilaku sebagai
pendidik.tu diarahkan. Sedang yang kedua, yaitu bagaimana peranan sebagai
pendidik itu dilaksanakan™.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin di  sekolah  bertugas
menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan
lancar. Untuk itu, Kepala Sekolah harus mempunyai kemampuan dalam
menyelenggarakan administrasi pendidikan di sekolah. Menurut Gunawan
(1996:1) bahwa: “administrasi pendidikan adalah semua usaha untuk

mendayagunakan secara tepat guna dan berhasil guna sumber-sumber material

dan personal yang tersedian untuk mencapai tujuan pendidikan®.
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Menurut Gunawan (1996:3) terdapat tiga fungsi pokok, Kepala Sekolah
sebagai administrator yaitu:

1. Kepala Sekolah membuat perencanaan kegiatan-kegiatan strategis,

2. Kepala Sekolah mengusahakan untuk pelaksanaannya secara
sungguh-sungguh dengan cara-cara yang terarah demi tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan, disertai pembinaan demi peningkatan
pendidikan.

3. Kepala Sekolah memanfaatkan sumber-sumber.yang tersedia secara
efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar.

Kepala Sekolah sebagai administrator. juga melaksanakan fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian. Kepala
Sekolah merencanakan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.
Kepala Sekolah mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Kepala Sekolah membertkan pengarahan dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar serta Kepala® Sekolah mengkoordinasikan semua proses belajar
mengajar kepada setiap pelaksana kegiatan belajar mengajar.

Berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala Sckolah adalah sebagai
berikut: Aspek kepribadian yang kuat, Aspek kemampuan mengenal anak
buah, serta Aspek pemahaman terhadap visi dan misi Sekolah. Dikatakan
Mulyasa (2004:98) dalam hal kepemimpinan, Kepala SD berfungsi baik
sebagai “pendidik (educator), pengelola (manager). sebagai pengurus
(administrator), sebagai penyelia (supervisor) maupun sebagai penggerak
{motivator)”.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa disamping memiliki

kemampuan, Kepala Sekolah sebagai pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat
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kepemimpinan. Menurut Ordway dan Tead (dalam Karjadi, 1981:3)
menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat: “Energi
jasmani dan rohani; Semangat untuk mencapai tujuan; Anthusiasme
(kegairahan); Ramah tamah dan penuh perasaan; Integritas (kejujuran,
ketulusan); Kecakapan teknis; Mudah menentukan keputusan; Cerdas;
Kecakapan mengajar; Keyakinan™.
1. Sebagai Educator
Sebagai pendidik (educater),/Kepala SD mempunyai kewajiban
untuk melakukan pembinaan terhadap guru dan TU agar mereka dapat
tumbuh dan berkembang. sebagai guru dan TU agar mereka dapat tumbuh
dan berkembang sebagai guru dan TU profesional. Untuk itu berbagai
aspek yang harus-dikuasai oleh Kepala SD adalah sebagai berikut, Apek
prestasi ‘sebagai guru, Aspek kemampuan membimbing guru. Aspek
kemampuan membimbing karyawan (TU, Laboran, dan sebagainya),
Aspek kemampuan membimbing siswa serta Aspek kemampuan
mengembangkan staf.
2. Sebagai Manager
Sebagai pengelola/manajer, Kepala Sekolah dapat mengamankan
pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, menggerakan
semua guru dan TU untuk dapat bekerja optimal. Kepala Sekolah juga
berkewajiban melakukan pemantauan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyasa (2004:101)
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Berbagai aspek yang harus dikuasai oleh Kepala SD adalah sebagai
berikut: “Aspek kemampuan menyusun program, Aspek kemampuan
menyusun organisasi/kepegawaian di Sekolah, Aspek kemampuan
menggerakkan staf serta Aspek kemampuan mengoptimalkan Sumber
Daya Sekolah™.
3. Sebagai Administrator

Sebagai seorang administrator, Kepala ‘Sekolah melakukan fungsi-
fungsi merancang perencanaan kegiatan sekolah, menggerakkan kegiatan
melalui peruberian dorongan kepada guru dan staf, melakukan komunikasi
kepada instasi lain, demi tercapainya tujuan secara efektif dan efesien.
Dalam hubungan tersebut menurut Menurut Mulyasa (2004:105) berbagai
aspek yang Marus-dikuasai Kepala SD adalah sebagai berikut: “Aspek
kemampuan_mengelola administrasi KBM dan BK, Aspek kemampuan
mengelola administrasi  Kesiswaan, Aspek kemampuan mengelola
administrasi Ketenagaan Aspek kemampuan mengelola administrasi
Keuangan, Aspek kemampuan mengelola administrasi Sarana/Prasarana,
serta Aspek kemampuan mengelola administrasi Persuratan™.
4. Sebagai Supervisor

Sebagai supervisor, seorang Kepala Sekolah harus melakukan
pengawasan dan pembinaan kepada guru, khususnya berkaitan dengan
kegiatan belajar dan mengajar di kelas, agar dapat berjalan sesuai dengan

rencana, dan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berbagai aspek
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yang harus dikuasai Kepala SD sebagai supervisor menurut Menurut
Mulyasa (2004:109) adalah sebagai berikut : “Aspek kemampuan
menyusun  program  supervisi pendidikan, Aspek kemampuan
melaksanakan  supervisis pendidikan dan  Aspek  kemampuan
memanfaatkan hasil Supervisi”.
5. Sebagai Leader

Sebagai seorang pemimpin (leader),” Kepala Sekolah harus
memiliki kemampuan untuk mempengarchi dan mengerakkan semua
personil Sekolah agar dapat ‘melakukan tugas secara efektif. Sebagai
pemimpin, Kepala Sekolah juga harus berpikir menerobos batas, artinya
melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif untuk membawa sekolah kepada
kondisi yang lebih-maju. Pemikiran seorang pemimpin tidak sebatas pada
rencana ‘danaturan-aturan vang telah ada, tetapi melompat kepada
perubahan-perubahan kedepan, yang kadang-kadang belum dipikirkan oleh
personil Sekolah lainnya.
6. Sebagai Inovator

Sebagai pembaharu (inovator), Kepala Sekolah harus berpikir
dinamis, peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai
pembaharu, Kepala Sekolah harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi,
sehingga mempu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.
Dimungkinkan Kepala Sekolah menjadi pemimpin dalam pembaharuan

tersebut. Berbagai aspek yang harus dikuasai Kepala SD menurut Menurut
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Mulyasa (2004:113) adalah sebagai berikut: "Aspek kemampuan mencari/
menemukan gagasan baru dan Aspek kemampuan melakukan
pembaharuan di Sekolah”.

7. Sebagai Motivator

Sebagai penggerak (motivator), Kepala Sekolah memilki teknik
yang cukup untuk dapat mengerakkan dan memberikan motivasi kepada
para guru dan staf, agar mereka dapat dan mampu melakukan kegiatan
dalam rangka mencapai tujuan Sekolah secara cfektif dan efisien. Berbagai
aspek yang harus dikuasai Kepala SD adalah sebagai berikut: Aspek
kemampuan mengatur lingkungan kerja (fisik), Aspek kemampuan
mengatur suasana kerja.(non fisik), serta Aspek kemampuan menerapkan
perinsip penghargaan dan hukum.

Selarjutnva mengenai pengertian siswa telah ditegaskan dalam
Undang— Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang menyatakan bahwa Peserta didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Setiap peserta didik pada setiap satuan
pendidikan berhak :

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang
dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat,

dan kemampuannya;
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¢. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya
tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya
tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan
lain yang setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan
belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan
batas waktu yang ditetapkan.

Selain hak tersebut, berdasarkan Undang - Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nastonal dinyatakan bahwa setiap
peserta didik berkewajiban :

a. menjaga norma-normad pendidikan untuk menjamin
keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan,;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yvang dibebaskan dari kewajiban tersebut scsuai
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Program Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

Penpertian  beasiswa menurut Wahjosumidjo (2003:142) adalah
"pemberian berupa bantuan kenangan yang diberikan kepada perorangan yang
bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh”.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:121), “beasiswa
adalah tunjangan yg diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan
biaya belajar”. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-
cunia ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas)

setelah selesainya pendidikan. J.ama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung

pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. Dengan pemberian
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beasiswa 1ni, diharapkan tidak ada lagi siswa miskin yang putus sekolah. Juga
meringankan beban orangtua di masa sulit seperti ini.

Peningkatan harga BBM diakibatkan oleh ditariknya sebagian subsidi
pemerintah, sebagai akibat naiknya harga BBM tersebut, diperkirakan akan
menambah beban masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam bidang
pendidikan, para orang tua akan mengalami kesulitan dalam membiayai anak
dalam menempuh pendidikan. Terhadap kemiskinan itu sendiri cukup banyak
konsep yang dijumpai tentang cara pengukirannya, diantaranya dapat dilihat
secara absolut dan secara relatif., Soetomo (dalam Ridwan, 2003: 26)
mendefinisikan kemiskinan.secara” absolut maksudnya “tingkat kemiskinan
dapat dikatakan bahwa mereka yang taraf hidupnya dibawah standar yang
ditentukan tersebut dikatakan miskin”, sedangkan konsep secara relatif relevan
digunakan dalam masyarakat yang semakin terbuka dan berkembang secara
relatif menurut Soetomo (dalam Ridwan, 2003: 26), yaitu : “Kemiskinan tidak
semata<mata diukur dengan menggunakan standar yang baku, melainkan juga
dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan bawah telah terjadi
dibandingkan dengan lapisan masyarakat tersebut”.

Dalam rangka menghindari menurunnya kualitas pendidikan anak yang
berasal dari keluarga miskin tersebut, pemerintah perlu melakukan serangkaian
tindakan serta upaya membantu masyarakat khususnya keluarga yang kurang
mampu, karena kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan

negara. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, yang
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dinyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Sesuai arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya maka salah satunya
adalah meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan
anak-anak terlantar serta kelompok rentan sosial.

Untuk melaksanakan dan menentukan jumlah penerima Penyaluran
Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) disetiap sekolah, maka dalam
pelaksanaan dilakukan dalam beberapa ~tahap atau langkah-langkah
sebagaimana tercantum dalam Petunjuk' Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar Bidang
Pendidikan Dasar dan Menengah (2011: 5-7) yaitu:

Langkah 1: Tim Pusat menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM-
SD-antuk masing-masing propinsi.

Langkah 2: Tim Propinsi menentukan alokasi jumlah siswa penerima
BSM-SD untuk setiap kabupaten‘’kota. Penetapan alokasi
didasarkan pada indikator :

a. Jumnlah Siswa Miskin;

b. Kondisi masyarakat yang tidak mampuw/miskin;
c. Letak geografis; dan

d. Kemudahan koordinasi.

e. Prinsip keadilan

Langkah 3: Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah calon penerima
BSM-SD. Penetapan ini didasarkan pada jumlah siswa
miskin yang ada di masing-masing sekolah. Untuk keperluan
tersebut, Tim Kabupater/Kota meminta seluruh sekolah yang
berhak menerima BSM-SD untuk mengirimkan daftar siswa
miskin yang akan diusulkan memperoleh beasiswa (Format
F). usulan dan wali kelas (Format B), surat keterangan
keadaan orang tua tidak mampu/miskin (Format C), dan data
calon penerima BSM-SD (Format D).

Langkah 4: Tim Kabupaten/K ota melakukan penetapan alokasi BSM-SD
di tiap sekolah. Jika alokasi BSM-SD yang diterima
kabupaten/kota mencukupi untuk seluruh siswa miskin yang
diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang diusulkan

Lotomatis menerima BSM-SD. Bila jumlah usulan dari
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sekolah melebihi alokasi kabupaten/kota, maka Tim

Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap sekolah dengan

menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan

sekolah (Format I)

Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi

BSM-SD tiap sekolah antara lain:

a. jumlah siswa di sekolah

b. jumlah siswa dari keluarga miskin di sekolah tersebut,

c. jarak sekolah ke ibukota ke kabupaten/kota, atau

d. indikator kota lainnya (geografis,~mata pencaharian,

budaya, dlI).
Disarankan Tim Kabupaten/Kota~ melakukan verifikasi
keakuratan data usulan penerima BSM-SD yang dibuat oleh
kepala sekolah.

Langkah 5:Tim Kabupaten/Kota  menerbitkan SK alokasi tiap sekolah
penenima BSM-SD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pendidikan (Format F)

Langkah 6: Surat Keputusan Penetapan Alokasi di tiap Sekolah dikirim
ke Pengelola”dana Dekonsentrasi Provinsi, Lembaga
Penyalur dan ke sekolah.

Langkah 7: Sekolah yang telah menerima alokasi penerima BSM-SD dari
Tin1 Kabupaten/Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai
berikut:

a.” Kepala Sekolah bersama dengan wali kelas menentukan
calon siswa penerima BSM-SD.
Kriteria penentuannya adalah:
1. Siswa berasal dari keluarga miskin
2. Pada tahun anggaran 2012 masih berstatus siswa SD
3. Siswa kelas I, I1, III, IV, V yang berhak menerima
beasiswa dan dibuktikan dengan rapor siswa
4. Memiliki tingkat kehadiran 75 % di sekolah
5. Memiliki kepribadian terpuji
a. Rajin dan disiplin
b. Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah
c. Berperilaku santun dan baik kepada orang lain
d. Tidak merokok atau menggunakan narkoba
b. Hasil penetapan siswa penerima BSM-SD tersebut
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan kepaia
sekolah, dan di pasang pada papan pengumuman sekolah
(Format F).

Dari tahapan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

dimulai dari_pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

e
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dengan menyusun daftar sekolah yang akan menerima beasiswa. Setelah itu
Dinas Pendidikan Kabupaten akan membuat jatah (quota) bagi tiap-tiap
sekolah. Ini dimaksudkan agar setiap sekolah mendapatkan beasiswa sehingga
penerima beasiswa tidak menumpuk pada satu sekolah tetapi bisa merata
meskipun belum semua siswa miskin dapat menerima beasiswa karena
terbatasnya anggaran.

Tujuan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah 'Dasar (BSM-SD). agar
murid ditingkat pendidikan dasar yang berasal dari keluarga kurang mampu,
dapat membiayai keperluan sekolahnya akibat kesulitan ekonomi sebagai
dampak dari krisis. Kemudian murid mempunyai kesempatan yang lebih besar
untuk terus sekolah dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau
kejenjang tingkat sekolah lanjutan pertama. Dengan demikian penyaluran
beasiswa bagi” siswa miskin jemjang sekolah dasar adalah dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan terutama untuk membantu murid dari keluarga

kurang mampu.

Persyaratan penerima penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar
{(BSM-SD) sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran
Beasiswa Miskin Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar atau Menengah
(2011: 6) yaitu:

a. Persyaratan / kriteria murid penerima Penyaluran Beasiswa Miskin
Sekolah Dasar (BSM-SDy}

Siswa berasal dari keluarga miskin

Pada tahun anggaran 2012 masih berstatus siswa SD

Siswa kelas I, II, I, IV, V yang berhak menerima beasiswa dan

dibuktikan dengan rapor siswa
4. Memiliki tingkat kehadiran 75 % di sekolah

Memililﬁje}%%)(gibadian terpuji

: 3.
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Rajin dan disiplin

Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah
Berperilaku santun dan baik kepada orang lain
Tidak merokok atau mengpgunakan narkoba

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita katakan bahwa kriteria

penerima atau sasaran program penyaluran Beasiswa Sekolah Dasar Bidang

Pendidikan Dasar adalah murid dari keluarga kurang manmipu atau tidak mampu

secara ekonomi, Terancam putus sekolah atau.baru putus sekolah pada tahun

sebelumnya karena kesulitan ekonomi.

Cara pengambilan dana penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang

sekolah dasar, berdasarkan Pe¢tunjuk Pelaksanaan Penyaluran beasiswa bagi

siswa miskin jenjang sekolah dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Mencngah

(2011: 10-13) adalah-sebagai berikui:

a.

Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
dilakukan di Kantor Pos yang ditunjuk sebesar dana yang disalurkan
secara utuh, tanpa potongan.

Pengambilan Penpyahiwran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
dilakukan sekaligus dengan menanda tangani bukt: penerimaan vang
disediakan oleh Kantor Pos.

Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar dapat
dilakukan secara langsung oleh murid atau secara kolektif oleh
Kepala Sekolah.

. Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

oleh murid dengan menunjukkan tanda pengenal murid atau SK
Penerima Penyvaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD).
Pengambilan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
secara kolektif oleh Kepala Sekolah menggunakan surat kuasa selektif
tanpa meterai. diketahwi oleh Ketua Komite Sekolah.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pengambilan dana

penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) harus berdasarkan
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pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Kepala Sekolah dan Komite
Sekolah harus ada kerja sama untuk mengambil dana Penyaluran Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar di Kantor
Pos setempat dan diharapkan mampu disalurkan sesuai dengan petunjuk yang
berlaku.
C. Kerangka Pikir Alur Penelitian

Memperhatikan uraian — uraian teoritis yang dikemukakan
sebelumnya, maka Kerangka Pikir Alur Penclitian ini dapat digambarkan
sebagai berikut:

Gambar 2.1. Skematika Kerangka Pikir Alur Penelitian

IMPLEMENTASI PENYALURAN
j BEASISWA MISKIN SEKOLAH
DASAR (BSM-SD) DI SEKOLAH

Dasar Hukum Beasiswa Miskin

Sekolah Dasar: (2011:3) DASAR DESA BENGKUANG
1. Peraturzn Pemerintah RI KECAMATAN KELAM PERMAI
Nomor: 48 Tahun 2008, tentang : KABUPATEN SINTANG

Pendanaan Pendidikan

2., Permendiknas Nomor : 39 Tahun
2008, tentang : Pembinaan
Kesiswaan.
L
A
v A
Proses implementasi penyaluran Faktor -- faktor yang
dana beasiswa: mempengaruhi:
1. Penentuan kriteria calon George Edwards III:
siswa penerima beasiswa - a. Komunikasi
2, Penetapan siswa penerima b. Sumber Daya
beasiswa . 1. c. Disposisi
3. Pengambilan dana beasiswa d. Struktur
4. Penggunaan dana beasiswa ) Birokrasi

Keterangan: Hasil Penelitian Penulis, 2013.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41582.pdf

BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini mengggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis ingin
mendeskripsikan tentang pelaksanaan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah
Dasar (BSM-SD). Selain itu penulisjuga”akan mendeskripsikan dan
menganalisis tentang faktor-faktor ‘yang mempengaruhi pelaksanaan
penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar di di SDN Nomor 04 Bengkuang.
B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah scluruh pihak - pihak yang berkaitan
dengan pelaksanaan penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-S8D).
Sedangkan sampel penelitian ini terdiri dari:
1. «Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2. Kepala Sekolah
3. Orang Tua Siswa
4. Komite Sekolah
5. Siswa miskin penerima beasiswa
C. Instrumen Penelitian

Alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data adalah alat

bantu yang dipilih dan digunakan olch peneliti dalam kegiatan tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 56



41582.pdf

57

menjadi sistematis. Adapun alat yang digunakan dalam rangka pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah:

a. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disusun
sebelumnya, yang bersifat pertanyaan — pertanyaan pokok untuk
mendapatkan data atau keterangan dari subyek penelitian.

b. Panduan observasi (observation guide), merupakan.suatu daftar yang berisi
jadwal kegiatan, agenda-agenda kegiatan, maupun kelompok sasaran di
SDN Nomor 04 Bengkuang.Kecamatan Kelam Permai.

¢. Untuk mendapatkan dokumen, maka penulis menggunakan alat berupa
kamera, foto.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam rarigka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian
ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara vaitu metode dialog dan tatap muka yang dilakukan
peneliti untuk menjaring data dan informasi dan informan secara
mendalam. Untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan
Kepala Sekolah wawancara dilakukan di Kantor dan di Sekolah. Sedangkan
untuk Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Siswa miskin penerima beasiswa
serta Siswa miskin bukan penerima beasiswa wawancara dilakukan di
rumah masing — masing.

b. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan penelii dalam

rangka memperoleh data dan informasi yang belum terjaring melalui
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wawancara, sekaligus mengecek kebenaran informasi dan informan.
Observasi dilakukan baik di sekolah maupun di rumah siswa miskin
penierima beasiswa serta siswa miskin bukan penerima beasiswa. Aspek —
aspek yang diobservasi antara lain: kondisi sarana dan prasarana sekolah,
kondisi rumah siswa, penggunaan uang beasiswa, kehidupan sehari — hari
siswa dan sebagainya.

c. Studi Dokumentasi yaitu, kegiatan yang dilakukan dengan melaksanakan
studi terhadap dokumen-dokumen . yang relevan. Teknik dokumentasi
adalah cara mengumpulkan data. melalui peninggalan tertulis, terutama
arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan
hukum-hukum dan lain-]ain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Metode Analisis.data

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam
penelitian, -~ Penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu
mereduksi data yang bersifat umum menjadi khusus. Untuk menganalisis data
yang diperoleh dari lapangan, maka data-data tersebut diklasifikasikan sesuai
dengan jenisnya kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik
kualitatif dan di interprestasikan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang mekanisme
penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). Adapun langkah-

langkah analisis data adalah sebagai berikut:
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1. Tahap persiapan, yaitu mengumpulkan data yang akan diolah, mengenai
mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan, kriteria penerimaan atau
sasaran program, dan pengambilan dana penyaluran beasiswa. Selain itu
juga berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran
beasiswa dengan koordinasi dan kepemimpinan kepala sekolah.

2. Tahap penilaian data, yaitu menilai obyektivitas” data dengan cara
mengkategorikan data dengan sistem pencatatian dan perbandingan dari
hasil wawancara maupun observasi pada penyaluran beasiswa di sekolah
dasar desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

3. Tahap interpretasi data, yaitut” memberikan interpretasi atau penafsiran
terhadap data-data, yang telah diseleksi untuk kemudian diuraikan atau
dijabarkan dalam bentuk pernyataan ataupun argumentasi mengenai
pelaksanaan penyaluran beasiswa sekolah dasar di di SDN Nomor 04
Bengkuang Kecamatan Kelam Permai serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

4. Tahap kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dari analisis data, dimana
peneliti memberikan keputusan akhir dari hasil penafsiran berkaitan dengan
mekanisme penyaluran beasiswa sekolah dasar di desa Bengkuang

Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
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BABY

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan
mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa

Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupatert Siritang, maka dapat penulis

tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran bantuan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-
SD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang
disimpulkan sebagai berikut: Penentuan siswa yang akan menerima
beasiswa sepenuhnya menjadi otoritas komite sekolah yang sebetulnya
kurang memahanit kondisi obyektif keluarga siswa. Pihak komite sekolah
hanya'mengandalkan data yang diberikan oleh siswa atau masukan antar
anggota tim tanpa mengecek ke lapangan. Kondisi inilah yang
menyebabkan banyak siswa yang seharusnya lebih layak menerima
beasiswa, tetapi tidak mendapatkannya. Orang tua siswa atau siswa yang
bersangkutan tidak mempunyai akses untuk mengusulkan diri sebagai
penerima beasiswa. Demikian halnya dalam penentuan sekolah yang
berhak menerima dana bantuan operasional, yang tidak mendasarkan diri
pada kondisi obyektif masing-masing sekolah. Sekolah tidak diberi

kesempatan untuk mengusulkan diri untuk menerima dana bantuan
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operasional. Konsekuensinya, sangat dimungkinkan sekolah yang
seharusnya lebih layak menerima, justeru tidak memperolehnya karena
tidak diusulkan. Sistem target dalam menentukan kelompok sasaran calon
penerima beasiswa jelas mencerminkan masih kuatnya pola sentralisasi
dalam penentuan dan pengalokasian Beasiswa Miskin Sekolah Dasar
(BSM-SD). Penentuan sasaran dengan sistem int.dapat keliru di lapangan,
terlebth lagi kalau diwarnai dengan sikap $ubyektif dari komite sekolah
dalam penentuan beasiswa. Informasi. mengenat beasiswa, vang tidak
ditempel di papan penguman sckolah (terjadi di SD pada daerah
penelitian), dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam penentuan
calon peneria beasiswa. Siswa yang tidak memiliki cukup informasi
mengenai beasiswa- tersebut, sudah dapat dipastikan tidak dapat
mengusulkan diri-atau melalui orang tuanya untuk memperoleh beasiswa.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan
Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Desa Bengkuang
Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang disimpulkan: Pelaksanaan
tugas kepala sekolah dalam penyaluran beasiswa bagi siswa miskin jenjang
sekolah dasar sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan
kepemimpinan kepala sekolah yang tegas baik sebagai seorang edukator
maupun motivator, kinerja kepala sekolah yang baik mulai dari pendataan
sampai dengan penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tanpa adanya

penyimpangan atau penyalahgunaan dana beasiswa serta program beasiswa
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berjalan dengan baik selama 3 (tiga) tahun sudah tepat sasaran.
Pelaksanaan tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan penyaluran beasiswa
bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar sangat didukung oleh adanya
koordinasi yang baik antara kepala sekolah dengan komite sekolah dan
orang tua murid dalam bentuk musyawarah atau rapat serta terjun ke
lapangan. Selain gaya kepemimpinan yang demokratis juga mendukung
pelaksanaan penyaluran beasiswa bagi siswa miskir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-
saran sebagai berikut:

1. Penentuan siswa yang berhdk menerima beasiswa seharusnya tidak hanya
mendasarkan pada.data yang diberikan oleh siswa atau komite sekolah,
tetapi dilakukan pengecekan ke lapangan.

2. Penérapan kebijakan Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) tidak
dapat’ mempergunakan sistem target tetapi harus menyesuaian dengan
kondisi niil di lapangan. Dengan demikian akan bersifat local spesific, atau
masing-masing daerah akan memiliki standar tersendiri. Uniuk itu,
sebaiknya program beasiswa dimasukkan ke dalam program anggaran rutin
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga berkelanjutan atan
dapat diteruskan. Pola penganggaran program beasiswa dengan sistemn

proyek bukan saja menyebabkan terputusnya kesinambungan program,
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tetapi juga memungkinkan terjadinya missmanajemen karena sifatnya yang
tidak tetap.

3. Perlunya diciptakan pemahaman yang utuh atas isi kebijakan Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar {BSM-SD) oleh pelaksana di lapangan, yang
meliputi Dinas Pendidikan Kabupaten, komite sekolah, dan kantor pos
pembayar, dengan disertai sangsi dan penghargaan yang sesuai apabila
melanggar atau mampu memenuhi sesuai aturan. Untuk itu, agar dilakukan
sosialisasi dengan para anggota komité sekolah dalam mengelola Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), sehingga dalam pencrapannya tidak
terjadi penyimpangan, seperti ‘misalnya dalam kasus pengambilan dana
beasiswa dan pemotongan langsung.

4. Perlunya disosialisasikan ke masyarakat isi program Beasiswa Miskin
Sekolah Dasar (BSM-SD) agar masyarakat dapat mengontrol implementasi
program--tersebut. Untuk itu, agar fungsi dan peran komite sekolah
dikembalikan sebagai organisasi yang membantu atau memfasilitasi
penetapan dan penyaluran beasiswa, sedangkan masyarakat berperan
memberikan data obyektif dan mengontrol implementasi kebijakan
tersebut.

5. Diharapkan koordinasi antara kepala sekolah, komite sekolah, orang tua
murid serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terus ditingkatkan agar
pendataan, pengusulan calon penerima beasiswa, pengambilan dana

beasiswa dan penyaluran beasiswa dapat berjalan sesuai dengan rencana.
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PEDOMAN OBSERVASI

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Nama sekolah

S o

Visi dan misi sekolah
Jumlah Murid Masing-Masing Kelas

Jumlah Murid Berdasarkan Jenis Kelamin

e o

Jumlah Murid Menurut Kelompok Umur
Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sarana dan Prasarana Sekolah

A R

1. Prestasi Akademik Siswa
j. Prestasi Non Akademik Siswa
2. Komponen penyaliran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
a. Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa
b. Kriierian Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
¢. Cara Pengambilan Dana Beasiswa
d.. Jenis Penggunaan Dana Beasiswa

3. Komponen Tugas Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran
Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar

a. Tugas Kepemimpinan Kepala Sekolah
b. Tugas Koordinasi

¢. Tingkat pemahaman isi kebijakan
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PEDOMAN WAWANCARA
(Ditujukan kepada Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan pointer pertanyaan berdasarkan ruang
lingkup penelitian. Perincianya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada
subjek penelitian dikembangkan di lapangan.

Identitas Subjek Penelitian

Nama e rerrrrareeeasatnneaeerabtrrrebeaatgtnnanearranrrressaranne
UMUP e eeeeeeees s e e e s e ST
Jenis Kelamin o ver e et
Pekerjaan Trersreriesrrserssesssesssrenessensiersuseess N g oo e e
Jabatan erteenerinrerenennereeenrsnasenees cogy g P eeneeres
Lama bekerja Teverresrenmsseessrnrrenserrerersozma NG L eresetnarenne
Alamat

A Sl ad e

--------------------------------------------------------------

A. Mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

a. Keterlibatan dalapi Pénentuan penerima / proses seleksi Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

b. Keterlibatan dalam penetapan Jumlah siswa penerima beasiswa
2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

a. Keterlibatan dalain Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa

b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa

¢. " Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa
3. Pengambilan Dana Beasiswa

a. Pemahaman terhadap Prosedur pengambiilan dana beasiswa

b. Pemahaman terhadap Tempat pengambilan dana beasiswa

¢. Pemahaman terhadap Jumlah dana beasiswa yang diterima
4. Penggunaan Dana Beasiswa

a. Kriteria penggunaan dana beasiswa

b. Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa

c. Laporan penggunaan dana beasiswa
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- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala
Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin
Jenjang Sekolah Dasar

. Tanggapan terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah

a.
b.

C.

o

Komitmen
Perencanaan
Pengambilan keputusan

Mengorganisasikan semua kegiatan

e. Memberikan motivasi

bt

g.

. Koordinasi

a.

b.

C.
d.
€.
f.

Melakukan pengawasan secara
pelaksanaan kegiatan

Menyusun laporan.

Jenis koordinasi
Pendekatan koordinasi
Prinsip koordinasi
Sarana koordinasi
Pola koordinasi

Pedoman koordinasi

. Anggaran

a.
b.

Ketersediaan anggaran pendukung

Penggunaan anggaran pendukung

. Tingkat‘pemahaman isi kebijakan

a.
b.
C.
d.

berkesinambungan

terhadap

Tingkat pemahaman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Tingkat pemahaman Kepala Sekolah
Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa

Tingkat pemahaman Komite Sekolah

. Kontrol masyarakat

a.
b.
C.
d.

Kontrol terhadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

Kontrol terhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa

Kontrol terhadap Penggunaan Dana Beasiswa
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PEDOMAN WAWANCARA
(Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah)

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan pointer pertanyaan berdasarkan ruang
lingkup penelitian. Perincianya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada
subjek penelitian dikembangkan di lapangan.

Identitas Subjek Penelitian

Nama e eeeeretereeestesreerenbsreseerraiaieensernnreteeennsnnnrer
Umur Leeeeeeieseveeveseesaeemrnsnnssasnrsseseressessansan s gase
Jenis Kelamin oo e
Pekerjaan RNUEVITVURNSTURIURRTT. . S/
Jabatan Treresererserasssisssssseseesansesnsenngiy eyl sesnreses
Lama bekerja lrrersrmserssrerrarensesnessrescpm NGoegorreeranaraseen
Alamat JUUUSRIUTRIN, S/ NN

NounRwPb~

>

Mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

a. Penentuan penerima / proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar
(BSM-SD)

b. Persyaratan. yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

c. Jumlah siswa penerima beasiswa
d. Keseuaian kriteria penerima beasiswa
2. Penectapan Siswa Penerima Beasiswa
a-~ Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa
b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa
c. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa
3. Pengambilan Dana Beasiswa
a. Prosedur pengambiilan dana beasiswa
b. Tempat pengambilan dana beasiswa
c. Jumlah dana beasiswa yang diterima
4. Penpgunaan Dana Beasiswa
a. Kriteria penggunaan dana beasiswa
b. Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa
¢. Laporan penggunaan dana beasiswa
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala
Sekolah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin
Jenjang Sekolah Dasar

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah

a.

& o T

]

£.

Komitmen

Perencanaan

Pengambilan keputusan
Mengorganisasikan semua kegiatan
Memberikan motivasi

Melakukan pengawasan secara
pelaksanaan kegiatan

Menyusun laporan.

2. Koordinasi

a.
b.
c.
d.
€.

f.

Jenis koordinasi
Pendekatan koordinasi
Prinsip koordinasi
Sarana koordinasi
Pola keordinasi

Pedoman koordinasi

3. Anggaran

a.
b.

Ketersediaan anggaran pendukung

Penggunaan anggaran pendukung

4. Tingkat pemahaman isi kebijakan

a.
b.
c.
d.

berkesinambungan  terhadap

Tingkat pemahaman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Tingkat pemahaman Kepala Sekolah

Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa

Tingkat pemahaman Komite Sekolah

5. Kontrol masyarakat

a.
b.

C.
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Kontrol terhadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

Kontrol terhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa

Kontrol terhadap Penggunaan Dana Beasiswa
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DAFTAR INFORMAN

No Nama

Jabatan/Status

1 Drs. YAT LUKMAN RIBERU, M.S1.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang

2 SIMIN

Kepala \"SDN  Nomor 04
Bengkuang Kecamatan Kelam
Permai

| 3 PANDI

Pengurus Komite Sekolah
SDN Nomor 04 Bengkuang

4 GURANG Orang Tua siswa

5 SIMSON Orang Tua siswa

6 AHMAD ZAINI

Siswa penerima beasiswa

7 ANASTASIA DWIYANTI

Siswa penerima beasiswa
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TRANSKRIP HASIL OBSERVASI

Nama Mahasiswa : THOMBES KADUKAI FELIPUS
NIM : 016758818
Judul : IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN

BEASISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI
SEKOLAH DASAR KECAMATAN KELAM PERMAI

KABUPATEN SINTANG

Lokasi observasi :  Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
SDN 04 Bengkuang

Waktu observasi : Mei—Juni 2013

Daftar Siswa Miskin yang Diusulkan menerima BSM

Sekolah Nama | Jenis Kelas /Nama | Pekerjaan | Prestasi | Rekomendasi
Siswa | Kelamin Ayah RT/RW

SDN 04 | Ada | Tidak Ada_ | Ada | Tidak Tidak | Tidak ada

Bengkuang ada ada ada |

Penetapan Siswa Penérima Beasiswa

Kegiatan SDN 04 Bengkuang
Ada Tidak ada
Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa N
Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa v
l.aporan ~pengaduan terhadap penetapan X
siswa penerima beasiswa

Kesesnaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan SDN 04 Bengkuang
Sesuai Tidak sesuai
Jumlah siswa penerima beasiswa v
Keseuaian kriteria penerima beasiswa N
Prosedur pengambiilan dana beasiswa Vv
Tempat pengambilan dana beasiswa \/
Jumlah dana beasiswa yang diterima \
Kriteria penggunaan dana beasiswa v
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Intervensi sekolah dalam penggunaan | v
dana beasiswa

Laporan penggunaan dana beasiswa v

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan Kepala Sekolah SDN 04 Bengkuang
Baik Sedang Kurang baik
Komitmen N
Perencanaan N
Pengambilan keputusan v
' Mengorganisasikan semua kegiatan N
Memberikan motivasi N
Melakukan pengawasan v
| Pelaporan v |

Tingkat pemahaman isi kebijakan

Tingkat pemahaman Keterangan
Baik Sedang Kurang baik

rTingkat pemahaman Kepala | v
Dinas Pendidikann~ Kabupaten
Sintang
Tingkat-. ‘pemahaman Kepala \f
Sekolah
Tingkat pemahaman Orang Tua N
Siswa
| Tingkat pemahaman Komite v
| Sekolah
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Kontrol Masyarakat

Kegiatan | SDN 04 Bengkuang

' Ada Tidak ada

Kontrol terhadap Penentuan Kriteria | N
Calon Siswa Penerima Beasiswa A |
Kontrol terhadap Penetapan Siswa N
LPenerima Beasiswa . J
Kontrol terhadap Pengambilan Dana I
Beasiswa B
\Kontrol terhadap Pengambilan Dana v

Beasiswa : |
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : THOMBES KADUKAI FELIPUS
NIM 016758818
Judul : MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

BEASISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD)
DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN KELAM
PERMAI KABUPATEN SINTANG

Nama Yang : Drs. YAT LUKMAN RIBERU, M.SIL. (Kepala Dinas

Diwawancara Pendidikan Kabupaten Sintang)

Waktu wawancara : Mei- Juni 2013

A. Mekanisme penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

a. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (Drs. Y.A.T.
Lukman Riberu, M. Si) bagaimanakah proses Penentuan penerima
/ proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD):

Jawab:

1) Siswa yang terdaftar dan.masih aktif sebagai siswa;

2) Siswa SD yang orang tuanya tidak mampu atau miskin yang dibuktikan
berdasarkan surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat
tinggal orang tua siswa;

3) Siswa yang tidak menerima bantuan/beasiswa dari sumber lain yang
sifat bantiannya sama;

4) Siswa yang bersangkutan diusulkan oleh Kepala Sekolah yang
bersangkutan, melalui Pengelola Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar
Tingkat Kabupaten Sintang dan mendapat persetnjuan dari Bupati
Sintang sebagai calon penerima.

5) ‘Ditetapkan sebagai Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin Sekolah
Dasar oleh Pengelola Tingkat Kabupaten;

b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah penerima Beasiswa
Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

Jawab:
1) Sekolah yang memiliki siswa berasal dari keluarga kurang
mampu/miskin.

2) Diutamakan berada dalam wilayah atau peta angka kemiskinan tinggi
dan juga termasuk daerah tertinggal.

c. Jumlah siswa penerima beasiswa
Jawab:
Sebanyak 26.481 pelajar di Kabupaten Sintang, Untuk pelajar SD ada
20.948 pelajar yang akan menerima beasiswa tersebut.
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d. Keseuaian kriteria penerima beasiswa

Jawab:

Penerima BSM adalah siswa kelas 3 (tiga) sampai 5 (lima). Hal ini
diharapkan terjaganya kesinambungan penerimaan beasiswa pada tahun
pelajaran ganjil berikutnya pada tahun anggaran berjalan. Adapun
kriteria siswa penerima BSM sebagai berikut : Berasal dari keluarga
kurang mampwmiskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
RT dan RW setempat. Diprioritaskan bagi siswa madrasah sebagai
anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), dibuktikan
dengan menunjukkan kartu PKH dari Kementerian Sosial. Memiliki
kepribadian terpuji. Diputuskan melalui rapat Komite Madrasah.

2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang apa sajakah
Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa

a. Tahapan Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
Jawab:
Kepala Sekolah bersama-sama dengan Komite Sekolah menyeleksi dan
menetapkan usulan siswa-penerima Bantuan Beasiswa Siswa Miskin
dengan kriteria sebagai berikut : Siswa yang berasal dari keluarga
kurang/tidak mampu(berdasarkan data yang dimiliki sekolah) . Jarak
tempat tinggal jauh dari sekolah. Memilki lebih dari tiga saudara yang
berusia sekolah. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban
musibah berkepanjungan, anak dari korban PHK, dan indikator iokal
lainnya). Diutamakan siswa yang memiliki Kartu Miskin atau Kartu
Program Keluarga Harapan.

b.  Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa
Jawab:
Wajib dilakukan kepala sekolah mengumumkan kepada masyarakat di
papan informasi mengenai dana BSM yang diterima

c. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa

Jawab:
Adanya keberatan terhadap siswa penerima
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3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Bagaimanakah

cara Pengambilan Dana Beasiswa

Jawab:

Pengambilan BSM dilakukan di lembaga penyalur yang ditunjuk sebesar
dana yang disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan
biaya apapun dan oleh pihak manapun serta dalam bentuk apapun.

. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Bagaimanakah
Penggunaan Dana Beasiswa

Jawab:

Biaya Pribadi Siswa Miskin adalah biaya yang akan- dimanfaatkan oleh
siswa untuk kebutuhan perongkosan dari rumah menuju sekolah atau
pulang dari sekolah menuju ke rumah, biaya pembelian sepatu sekolah dan
baju seragam sekolah, tas sekolah atau biaya pembelian alat tulis dan buku
tulis.

. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Peliksanaan Tugas Kepala Sekolah Dalam
Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah
Dasar:
. Kepemimpinan Kepala Sekolah
a. Komitmen
Jawab: cukdp baik
b. Perencanaan
Jawab: cukap baik
¢. Pengambilan keputusan
Jawab: cukup baik
d. Mengorganisasikan semua kegiatan
Jawab: cukup baik
e.” Memberikan motivasi
Jawab: cukup baik
f. Melakukan pengawasan secara  berkesinambungan terhadap
pelaksanaan kegiatan
Jawab: cukup baik
g. Menyusun laporan.
Jawab: cukup baik

2. Koordinasi

a. Jenis koordinasi
Jawab: cukup efektif

b. Pendekatan koordinasi
Jawab: cukup efektif

c. Prinsip koordinasi
Jawab: cukup efektif
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d. Sarana koordinasi
Jawab: cukup efektif

e. Pola koordinasi
Jawab: cukup efektif

f. Pedoman koordinasi
Jawab: cukup efekiif

3. Anggaran
a. Ketersediaan anggaran pendukung
Jawab: cukup tersedia
b. Penggunaan anggaran pendukung
Jawab: sudah sesuai

4. Tingkat pemahaman jsi kebijakan
a. Tingkat pemahaman Kepala Sekolah
Jawab: cukup baik
b. Tingkat pemahaman Orang Tua Siswa
Jawab: cukup baik
¢. Tingkat pemahaman Komite Sekolah
Jawab: cukup baik

5. Kontrol masyarakat

a. Kontrol terhiadap Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa
Jawab: cukup baik

b. Kontrolierhadap Penetapan Siswa Penerima Beasiswa
Jawab: cukup baik

c._Kontrol terhadap Pengambilan Dana Beasiswa
Jawab: cukup baik

d.  Kontrol terhadap Penggunaan Dana Beasiswa
Jawab: cukup baik
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : THOMBES KADUKAI FELIPUS
NIM . 016758818
Judul . MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

BEASISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI
SEKOLAH DASAR KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

Nama Yang : Kepala SDN 04 Bengkuang

Diwawancara

Waktu wawancara : Mei - Juni 2013

1. Penentuan Kriteria Calon Siswa Penerima Beasiswa

a. Bapak Kepala Sekolah'SDN No. 4 Bengkuang (Simin) Bagaimanakah
Penentuan penerima / proses seleksi Beasiswa Miskin Sekolah Dasar
(BSM-SD)

Jawab: sudah adakriterianya

b. Persyaratan yang harus dipenuli oleh sekolah penerima Beasiswa Miskin
Sekolah Dasar (BSM-SD)

Jawab:.sepenuhnya urusan Dinas Pendidikan

c. Jumlah siswa penerima beasiswa
Jawab: sudah ditentukan oleh dinas pendidikan, kami hanya mengusulkan

d. Kesesuaian kriteria penerima beasiswa
Jawab: sudah sesuai

2. Penetapan Siswa Penerima Beasiswa

a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) apa sajakah
Tahapan penetapan siswa penerima beasiswa
Jawab: mendata siswa miskin terlebih dahulu

b. Pengumuman bagi siswa penerima beasiswa
Jawab: melalui surat kepada orang tua siswa

¢. Laporan pengaduan terhadap penetapan siswa penerima beasiswa
Jawab: tidak ada yang komplain
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3. Pengambilan Dana Beasiswa

a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) bagaimanakah cara
atau Prosedur pengambiilan dana beasiswa
Jawab: sesuai aturan

b. Tempat pengambilan dana beasiswa
Jawab: kantor pos Kecamatan kelam Permai (desa Kebong)

c. Jumlah dana beasiswa yang diterima
Jawab: Rp 360.000 per siswa per tahun

4. Penggunaan Dana Beasiswa

a. Bapak Kepala Sekolah SDN No. 4 Bengkuang (Simin) bagaimanakah cara
penggunaan dana beasiswa
Jawab: macam — macam untuk Qang transport, beli buku, tas, sepatu dil.
Ada juga yang tidak sesuai (bukan untuk keperluan sekolah)

b. Intervensi sekolah dalam penggunaan dana beasiswa
Jawab: tidak ada, sepenuhnya kembali kepada orang tua siswa

c. Laporan penggunaan dana-beasiswa
Jawab: sudah disampaikan kepada Dinas Dendidikan
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PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 4 BENGKUANG
Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 420/067/SD-BK/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SDN. No. 4 Bengkuang denganini menerangkan :

Nama : Thombes Kadukai Felipus
NIM : 016758818
Fakuiltas : Ilmu Administrasi

Jurusan/PR.Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Judul Tesis : Mekanisme Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)
di Sekolah Dasar Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai
Kabupaten Sintang:

bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia UPBJJ Pontianak
yang telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data pada SDN. No. 4 Bengkuang sebagai
syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi pada Universitas
Terbuka Indonesia UPBJJ Pontianak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :Bengkuang
ada tanggal : 7 Juni 2013

SDN No.4

BENGKUANG "
L

KELAM PERMAL

NIP. 19570910 198403 | 001
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